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Oleh 

ANGELLISA GABRIELLA SIMAMORA 

 

 

Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa yang memiliki kuasa khusus dalam 

menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat dan prosedur yang harus 

dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam penyelesaian 

sengketa perkara perdata berdasarkan Surat Perintah Nomor Prin-

4979/L.8.1/Gph.2/10/2022 serta penyelesaian dari sengketa perdata tersebut. 

Dalam pernyelesaian perkara ini menggunakan jalur non litigasi yakni mediasi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum 

normatif dan empiris. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan 

hukum lainnya yang diperoleh melalui teknik argumentasi, teknik deskripsi, dan 

teknik evaluasi yang dapat menunjang untuk penulisan karya ilmiah ini, kemudian 

teknik pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan analisis kualitatif 

normatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sudah 

terlaksananya syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara 

Negara yang terdiri dari Pemberian Surat Kuasa dari PT PLN, memiliki sikap 

Objektif Profesional, menjaga kerahasiaan, berkualitas, dan berintegritas dalam 

melaksanakan mediasi terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Setelah 

dilakukan mediasi antara PT PT PLN UIP Sumatera Bagian Selatan dengan 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

serta Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Serta 

berdasarkan nota kesepahaman diantara kedua belah pihak, maka permasalah ini 

berhasil dilakukan dengan jalur mediasi. Sehingga dicapai dicapai kesepakatan 

dimana PT PLN tidak dikenakan biaya Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG) 

Gardu Induk 150 kV Langkapura. 

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Mediator, BUMN



ABSTRACT 

AUTHORITY OF THE STATE ATTORNEYS AS MEDIATOR AGAINST PT 

PLN SOUTH SUMATRA DEVELOPMENT CHIEF UNIT REGARDING 

BUILDING APPROVAL LEVIES (PBG) 

(Case Study at the Lampung High Prosecutor's Office based on Number: 

Prin-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022) 

 

By 

Angellisa Gabriella Simamora 

The State Attorney is a prosecutor who has special powers in handling civil and 

state administrative cases. The problem in this research is to find out what 

conditions and procedures must be fulfilled by the State Attorney as a Mediator in 

resolving civil case disputes based on Order Number Prin-

4979/L.8.1/Gph.2/10/2022 as well as resolving these civil disputes. In resolving 

this case, a non-litigation route was used, namely mediation. 

The method used in this research is normative and empirical legal research 

methods. The legal materials that the author uses in this research are primary legal 

materials and secondary legal materials as well as other legal materials obtained 

through argumentation techniques, description techniques and evaluation 

techniques that can support the writing of this scientific work, then the data 

processing techniques use analytical processing techniques normative qualitative. 

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the 

conditions and procedures that must be fulfilled by the State Attorney have been 

implemented, consisting of granting a Power of Attorney from PT PLN, having a 

professional objective attitude, maintaining confidentiality, quality and integrity in 

carrying out mediation related to Building Approval Retributions. . After 

mediation was carried out between PT PLN UIP Southern Sumatra and the Head 

of the One Stop Investment and Integrated Services Service (DPMPTSP) as well 

as the Head of the Bandar Lampung City Housing and Settlement Service. And 

based on the memorandum of understanding between the two parties, this matter 

was successfully resolved through mediation. So an agreement was reached where 

PT PLN was not charged a Building Approval Levy (PBG) for the Langkapura 

150 kV Main Substation. 

 

Keywords : The State Attorney, Mediator, State-Owned Enterpris 
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MOTTO 

 

“dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan 

memerdekakan kamu” 

(Yohanes 8:32) 

 

 “Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh 

menghina hikmat dan didikan.” 

(Amsal 1:7) 

 

“Climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow, till you find 

your dream.” 

(Stephanie Laurens-The Sound of Music) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu bagian dalam sistem peradilan 

di Indonesia. Terbentuknya lembaga ini membuat eksistensi Indonesia sebagai 

negara hukum semakin dikukuhkan. Mengenai Pengaturan Kejaksaan ini 

dituangkan dalam Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. sebagaimana diatur dalam UU No. 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), 

Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Kejaksaan RI) adalah 

lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya pada bidang 

penuntutan.1 Secara umum, Kejaksaan memiliki peran dalam peradilan pidana. 

Namun di bidang lain, kejaksaan juga memiliki peran di bidang hukum perdata 

dan tata usaha negara (DATUN), yang memiliki kewenangan untuk mewakili 

negara dan pemerintah pada perkara DATUN.2 Hal ini berdasarkan pada isi 

pengaturan Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan, bahwa “Di bidang perdata dan 

tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di 

dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah”.  

Kejaksaan RI menjadi salah satu badan penegakan hukum yang penting 

dalam sistem hukum di Indonesia. Pejabat dari lembaga Kejaksaan, yaitu Jaksa 

merupakan pejabat yang pengertiannya sebagaimana diatur dalam UU 

Kejaksaan dalam Pasal 1 ayat (1) dimana pada pasal tersebut berbunyi bahwa 

“jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh undang-  

 
1 Andi Hamzah, Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 

70 
2 Adiyaksa, Iska Tirta, Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha 

Negara Studi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Surabaya: 2022, hlm. 37 
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undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan 

lain yang berdasarkan atas undang-undang”.3 Pada kenyataannya tugas seorang 

jaksa tidak terbatas hanya menjadi penuntut umum pada sidang pengadilan 

saja, melainkan seorang jaksa dapat berperan sebagai seorang 

advokat/pengacara  melalui pemberian kuasa khusus untuk menyelesaikan 

perkara yang berkaitan  dengan perkara yang bersifat Perdata ataupun  Tata 

Usaha Negara (TUN).4 

Banyak pihak yang belum memahami mengenai pemanfaatan jasa Jaksa 

Pengacara Negara (yang selanjutnya disebut JPN) yang bertugas di bidang 

Pemerintahan, sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam bidang 

tugasnya dan/atau mengetahui pelanggaran dalam lingkup pemerintahan, 

beberapa pihak tidak langsung menemui atau berkonsultasi dengan JPN selaku 

Pengacara yang bertugas mewakili bidang-bidang di negara, melainkan masih 

berdiskusi dengan pihak lain yang juga mengerti seperti Lembaga Bantuan 

Hukum atau pengacara. 

Profesi Jaksa secara umum lebih banyak menangani kasus di ranah pidana, 

hal tersebut karena peran Jaksa di Pengadilan pada umumnya pada kasus-kasus 

pidana dan kebanyakan media juga lebih menampilkan peran Jaksa dalam 

perkara pidana. Hal tersebut dapat disebabkan karena akrab dengan julukan  

Penuntutan  pada  Jaksa  sebagai  salah  satu  profesi   hukum  yang mana 

fungsi  tersebut berada  dalam  ranah  hukum  pidana.  Akan  tetapi,  apabila  

dilihat  Pasal  30  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  

Kejaksaan  (selanjutnya  disingkat  UU Kejaksaan), tugas dan wewenang 

umum Kejaksaan terdiri atas 3 (tiga) bidang antara lain di bidang pidana, di 

bidang perdata dan tata usaha negara, dan bidang ketertiban dan ketenteraman 

umum. 

Dalam   kaitannya   dengan   peran JPN pada bidang bantuan   hukum, 

maka JPN dengan kuasa khusus, bertindak untuk negara dan atas nama negara 

 
3 Joko Pramodhiyanto, Andi Sofyan, Muh. Guntur, Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam 

Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Vol.01, No.01, 2012, hlm. 62 
4 Kadek Mitha Septiandini, Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap 

Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan. Kertha Semaya, Vol.04, No.02, 2016, hlm.6 
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ataupun juga pemerintah   dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha 

negara.5 Tugas  dan  wewenang  Jaksa di bidang  DATUN  diatur dengan jelas 

dalam Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa ”Di bidang 

perdata dan tata usaha negara, kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat  

bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan untuk  dan  atas  nama  

negara  atau  pemerintah”.  Tidak terbatas pada ayat tersebut, secara khusus 

tugas  dan kewenangan  Jaksa  Agung  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  35  

butir  d  UU Kejaksaan, yang menyatakan  bahwa demi  kepentingan  hukum  

Jaksa Agung dapat mengajukan kasasi kepada  Mahkamah  Agung  dalam 

cakupan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara (DATUN).6 

Berdasarkan Peraturan Jaksa  Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, 

Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di 

Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Terutama pada Bab VII disebutkan 

bahwa Tugas Pokok dan fungsi  Jaksa di bidang DATUN, yaitu:7  

a. Bantuan Hukum, JPN memberikan Bantuan Hukum kepada Negara atau 

Pemerintah untuk bertindak sebagai pihak, secara litigasi ataupun non 

litigasi dalam Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Uji 

Materiil Undang-Undang dan Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di 

Bawah Undang-Undang. 

b. Pertimbangan Hukum, JPN memiliki tugas yang hanya untuk dan/atau atas 

nama Negara atau Pemerintah, dengan memberikan:  

1. Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO)  

2. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA)  

3. Audit Hukum (Legal Audit) 

c. Tindakan Hukum Lain,  JPN memiliki tugas dan wewenang menjadi   

Konsiliator, Mediator dan Fasilitator dalam penyelesaian suatu sengketa 

antar Negara dan/atau Pemerintah. 

 
5 Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII. 

Kejaksaan Agung R.I. hlm.2 
6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain 

Dan Pelayanan Hukum. 
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d. Pelayanan Hukum, JPN  diberikan tugas dalam hal memenuhi permintaan 

masyarakat yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, secara 

lisan atau secara tertulis dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi 

di Bidang Hukum Perdata ataupun Tata Usaha. 

Secara ketatanegaraan, kedudukan Jaksa berada di bawah Presiden. Meskipun 

Kejaksaan Agung mengalami pasang surut, konstitusi kita menetapkan 

Kejaksaan Agung RI sebagai lembaga independen yang bertanggung jawan 

langsung kepada Presiden dan kedudukannya setara dengan Menteri. 

Pemahaaman akan keberadaan ini didukung oleh kerangka hukum yang  yaitu 

Staatsblaad 1922 Nomor 522 tentangbVertegenwoordiging Van den Lande on 

Rechten (mewakili negara didalam hukum)8, Undang-undang Nomor 15 Tahun 

1961 tentang Kejaksaan RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan 

kewajiban pada setiap orang, terutama warga negara.9 Berbagai macam 

kewajiban yang harus dilakukan serta kaitannya sebagai negara hukum yang 

dalam melaksanakan atau melakukan tindakan sesuatu wajib berdasarkan pada 

hukum dan peraturan yang ada, salah satunya mengenai kewajiban untuk 

mengajukan izin jika orang atau badan hukum hendak mendirikan bangunan 

pada suatu wilayah.  Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 

2009 tentang Bangunan bahwa setiap orang atau badan yang akan mendirikan 

bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Dasar diperlukannya 

Perizinan, yaitu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau organisasi oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang sifatnya restriktif atau pembatasan 

adalah melalui perizinan, yang serupa dengan dispensasi, izin, dan konsesi. 

 
8 Rusdianto, Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum 

Di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, Kalimantan Tengah, hlm. 100 
9 Made Hendra Wijaya, S.H., M.H., Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. Jurnal 

Advokasi, Denpasar: 2015, hlm.207 
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Sebagai negara hukum yang berarti segala tindakan yang dilakukan baik 

oleh pemerintah maupun rakyat untuk menjaga ketertiban suatu bangsa harus 

berdasarkan hukum. Ketertiban yang diharapkan dapat menciptakan negara 

yang adil dan makmur sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. 

Berbanding terbalik dari harapan yang diinginkan, realitas pemerataan 

pembangunan khususnya bangunan untuk kepentingan umum terhambat oleh 

pengajuan perizinan mendirikan bangunan harus disertakan pemenuhan 

beberapa hal, termasuk biaya retribusi yang dikeluarkan oleh pihak pembeli 

untuk pemilik lahan. Permasalahan retribusi yang terjadi antara PT PLN UIP 

Sumbagsel dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(yang selanjutnya disebut DPMPTSP) Kota Bandar Lampung terkait dengan 

perbedaan besaran retribusi dalam tahap penyelesaian Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) GI 150 Kv 

Langkapura yang signifikan dibandingkan dengan nilai retribusi IMB/PBG 

untuk bangunan GI/GITET di wilayah Sumatera Bagian Selatan dan di wilayah 

lainnya. Permasalahan tersebut mengakibatkan diperlukannya pihak ketiga 

sebagai alternatif penyelesaian Sengketa atau biasa disebut Mediasi sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) atau disebut 

juga arbitrase. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa adalah dengan mediasi.10 Mediasi berasal dari kata bahasa Inggris 

‘mediation’ yang berarti proses penyelesaian suatu sengketa secara damai, 

dimana dengan bantuan pihak ketiga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang 

dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.11 

Mediasi lebih luas cakupannya dibandingkan negosiasi, karena dalam 

proses mediasi  para pihak yang bersengketa dapat menentukan dan 

menyampaikan apa yang diinginkannya, sehingga hasil akhirnya tidak 

menimbulkan kerugian atau kekalahan bagi kedua belah pihak, karena 

hakikatnya dengan dilakukannya mediasi maka kedua belah pihak sama-sama 

memenangkan sengketa. Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu proses 
 

10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
11 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, cet.I. Sinar Harapan, Jakarta: 2006, hlm .168. 
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penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk 

berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda 

atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, namun 

tanggung jawab utama untuk mencapai suatu perdamaian tetap berada di 

tangan para pihak itu sendiri.12 Dalam  penyelesaian sengketa Perdata melalui 

mediasi,  JPN dapat berperan sebagai seorang penengah (mediator) serta 

fasilitator untuk memberikan pendapat hukum, saran dan solusi kepada para 

pihak baik instansi pemerintah, BUMN dan BUMD untuk mencapai 

kesepakatan dan perdamaian antar permasalahan di hadapi.  

Sengketa yang terjadi antara PT PLN UIP Sumbagsel dengan DPMPTSP 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kasus yang ditangani oleh JPN 

Kejaksaan Tinggi Lampung. Diawali dengan PT PLN UIP Sumbagsel yang 

telah melakukan proses pengurusan perizinan IMB Gardu Induk (GI) 150 kV 

Langkapura sejak tahun 2018, lalu pada tahun 2019 pihak DPMPTSP 

menyampaiakan besaran retribusi yang dikenakan kepada PT PLN UIP 

Sumbagsel. Terhadap besaran retribusi yang diminta oleh DPMPTSP, pihak 

dari PT PLN UIP Sumbagsel mengajukan peninjauan kembali terhadap besaran 

retribusi yang dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terlebih juga PT 

PLN UIP Sumbagsel merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

seharusnya mendapatkan prioritas pertama melakukan penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan 

(yang selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), yang menyatakan “Badan 

usaha milik negara mendapatkan prioritas pertama melakukan usaha 

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum”.13 

Namun dikarenakan belum adanya titik temu antara keinginan kedua belah 

pihak terkait besaran retribusi dalam proses pengurusan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) GI 150 Kv 

Langkapura yang signifikan dibandingkan dengan nilai retribusi IMB/PBG 

untuk bangunan GI/GITET di wilayah Sumatera Bagian Selatan dan di wilayah 

lainnya. Pada sengkertra ini JPN dapat dilibatkan dalam menyelesaikan perkara 
 

12 John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi. Proyek ELIPS, Jakarta: 1997, hlm. 42. 
13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan  
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kasus ini. Tujuan dari upaya mediasi yang dilakukan adalah untuk mencapai 

kesepakatan antara antara pihak yang bersengketa berupa win-win solution atau 

kesepakatan yang saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa.14 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam  

mengenai permasalahan dalam penulisan laporan akhir magang dengan judul 

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Selaku Mediator Terhadap PT PLN 

Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan Terkait Retribusi 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi 

Lampung berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-

4979/L.8.1/Gp.2/10/2022). 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka Penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara 

Negara sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata 

berdasarkan Surat Perintah Nomor  Prin-4979/L.8.1/Gp.2/10/2022? 

2. Bagaimana hasil penyelesaian sengketa perkara perdata yang dilakukan 

oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung selaku 

mediator? 

  

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Rualng Lingkup dallalm penelitialn ini adalah ruang lingkup keilmuan dan ruang 

lingkup objek kajian terhadap peraln Jalksal Pengalcalral Negalral sebalgali medialtor 

dallalm perkalral retribusi izin bangunan untuk kepentingan umum. Rualng 

lingkup lokalsi penelitialn dilalksalnalkaln di Kejalksalaln Tinggi Lalmpung dan 

ruang lingkup keilmuan adalah Hukum Keperdataan. 

 

 
14 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta 

Kencana: 2019, hlm. 22 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan penelitian 

yang Penulis lakukan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa 

Pengacara Negara sebagai Mediator dalam penyelesaian perkara 

berdasarkan Surat Perintah No:  Prin-4514/L.8.1/Gph.2/10/2022. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara berdasarkan Surat Perintah No:  

Prin-4514/L.8.1/Gph.2/10/2022 melalui Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan 

Tinggi Lampung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan Penulis diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang dilakukan Penulis diharapkan dapat menghasilkan wawasan 

yang dapat memberikan pemahaman secara khusus kepada mahasiswa dan juga 

secara umum kepada masyarakat luas secara umum terkait retribusi terhadap 

bangunan untuk kepentingan umum. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian yang Penulis lakukan diharapkan mampu memberikan manfaat, 

yaitu  sebagai berikut: 

1. Terhadap masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

kepada masyarakat terhadap macam-macam peran Jaksa di Kejaksaan, 

yang tidak hanya menangani perkara Pidana saja melainkan juga 

menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. 

2. Terhadap Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

bagi mahasiswa sebagai acuan penelitian berikutnya yang sama kaitannya 

dengan peran Jaksa Pengacara Negara. 
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3. Terhadap Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan serta wawasan terkait tugas dan wewenang Jaksa dalam 

bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya Jaksa Pengacara Negara 

selaku mediator dalam menangani perkara retribusi bangunan untuk 

kepentingan umum. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman 

terhadap isinya. Secara terperinci sistematika    penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pendahuluan dalam penyusunan skripsi yang 

terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, 

Tujuan, dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang diambil dari berbagai bahan 

pustaka yang mengkaji mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, 

Jaksa Pengacara Negara, Mediasi, Retribusi  Persetujuan Bangunan 

Gedung, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisiskan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri 

dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Narasumber, 

serta Prosedur dan Pengolahan Data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan penyajian dan pembahasan data yang telah di 

dapat, terdiri dari rumusan permasalahan dan analisis mengenai 

peran dari Jaksa Pengacara Negara selaku Mediator mengenai 

perkara Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan yang didasarkan pada hasil analisis 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang 

ditujukan kepada pihka-pihak yang terkait dengan penelitian. 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Kejaksaan Republik Indonesia  

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga pemerintah yang 

menjalankan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan. Kejaksaan Republik 

Indonesia (Kejaksaan RI) dipimpin oleh Jaksa Agung, yang di angkat dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan 

Kejaksaan Negeri merupakan lembaga negara yang bertugas khususnya dibidang 

penuntutan yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain.15 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan harus mengambil peran 

ang lebih besar dalam melindungi supremasi hukum, melindungi kepentingan 

umum, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), serta memberantas Korupsi, 

Kolusi, Nepotisme (KKN). Menurut  UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI 

merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan 

kehakiman negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lainnya secara mandiri, 

tidak dipengaruhi oleh lembaga negara atau penguasa lainnya (Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).16 Perlu digaris bawahi bahwa selain 

memiliki tugas di bidang penuntutan, Undang-Undang juga memberikan 

kewenangan di bidang lainnya. Berdasarkan UU kejaksaan tugas dan wewenang 

terbagi menjadi Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah 

 
15 RM Ramadani, Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi, 

Media Neliti 
16 https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan, diakses pada tanggal 03 November 

2023 

https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan
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memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan 

lain-lain. 

 

2. Jaksa Pengacara Negara 

Jaksa Pengacara Negara memiliki tugas yang sangat identik dalam bidang tindak 

pidana yang berperan  sebagai    penuntut    umum    dalam suatu persidangan. 

Selain daripada itu jaksa juga memiliki peran lain dalam bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara (DATUN) yang dapat membantu serta ikut ‘andil’ dalam perkara 

DATUN  yaitu sebagai  pengacara  negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN). 

Dalam bidang DATUN, tugas dan wewenangl JPN dapat dilaksanakan dengaln 

kualsal khusus altalupun kalrenal kedudukaln daln jalbaltalrmyal bertindalk sebalgali JPN. 

1) Pengertian Jaksa Pengacara Negara 

Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus yakni Jaksa 

Agung yang bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta 

ketatanegaraan, atas nama negara, pemerintahan, maupun kepentingan umum.17 

Kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara bertujuan untuk melaksanakan 

kepentingan hukum baik upaya non litigasi maupun upaya litigasi dengan 

mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi. Kita ketahui mengenai jaksa dikenal 

dengan perkara pidana dalam fungsi penuntutan. Namun, dengan adanya 

pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan melalui Bidang 

DATUN berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan, dikatakan bawha Jaksa 

dapat melakukan suatu tindakan berdasarkan tugas dan wewenang yang seharusnya 

terkait perkara  DATUN secara litigasi maupun non-litigasi dengan atas nama 

negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, bahkan perorangan. Jaksa inilah yang 

disebut Jaksa Pengacara Negara.18 

Ketentuan pada UU No.16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No.11 

Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI tidak menjelasakan secara merinci  mengenai 

tugas dan fungsi dari  Jaksa Pengacara Negara (JPN). UU Kejaksaan hanya 

 
17 Andi Fahruddin, SH., Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara, Kalimantan Barat 
18 Ibid. 
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menyatakan jaksa sebagai pejabat fungsional yang kewenangannya diatur oleh 

Perundang-undangan dalam hal bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang 

lainnya dengean berlandaskan kepada Perundag-undangan. Sebagaiaman yang di 

atur dalam Pasal 2 Staatblad 1922 No.522 juga menyebut dalam suatu proses 

sengketa yang ditangani secara perdata, bertindak untuk pemerintahan sebagai 

penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa. Ini 

kemudian diadopsi dalam Pasal 30 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan RI yang diubah menjadi UU No.11 Tahun 2021. Sebutan jaksa 

pengacara negara hanya diberikan kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan 

fungsional melaksanakan tugas perdata dan tata usaha negara.  

2) Landasan Hukum Tugas Jaksa Pengacara Negara 

Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu berdasarkan 

pada ketentuan yang diatur dalam staatsblad Nomor 522 Tahun 1922 dan sampai 

saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut.19 Dengan lahirnya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih 

dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara 

sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 

Tugas di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan 

berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang 

kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor : KEP-

035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Aguung Republik Indonesia, 

KEPJA lainya, INSJA, serta petunjuk JAM DATUN.20   

Tugas Kejaksaan di bidang perdata diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, KEPRES Nomor 86 Tahun 

1999, dan KEPJA Nomor KEP-115/J.A/10/1999, sebagai berikut :  

 
19 Simanjuntak, Juristoffel, Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara 

Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara. Lex Administratum, Vol. VI, 2018 
20 Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11, Op.Cit 
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a. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik 

Indonesia, Pasal 27 Ayat 2 :“Di bidang perdata dan tata usaha Negara, 

kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar 

pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah” 

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 117 

Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan 

Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum.  

c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan Pasal 2 Ayat 1. 

d. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 

Tentang Administrasi Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara. 

 

3) Tugas Jaksa Pengacara Negara 

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan 

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 

2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

(DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi : 

a. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara 

perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi 

pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, 

baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara 

litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : 

negosiasi, mediasi dan fasilitasi. 

b. Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan 

Pendapat hukum (legal opinion) dan atau Pendampingan Hukum (Legal 

Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan 

dari lembaga Negara, intstansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, 

yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata 

dan Tata Usaha Negara,Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan 

Negeri. Didalam melaksanakan tugas ini kejaksaan tidak melakukan 

“intervensi” terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan 
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sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara 

c. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan 

penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada 

anggota masyarakat yang meminta Pelayanan hukum ini sangat luas artinya 

dan berbagai macam bentuknya, misalnya: konsultasi, opini, informasi, 

nasehat hukum dan sebagainya. 

d. Penegakan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan 

gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara 

ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan 

pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan 

perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit. 

e. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak 

sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan 

antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan 

tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan 

tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau 

didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat 

maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan 

tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, 

pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum 

 

3. Mediasi 

a. Pengertian Mediasi 

Mediasi merupakan usaha pengendalian suatu konflik yang melibatkan pihak 

ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian konflik. Secara etimologi, istilah 

mediasi berasal dari bahasa latin, mediare  yang berarti berada di tengah. 

Pengertian tersebut juga bermakna bahwa mediator sebagai pelaku mediasi 

menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara yang terjadi 

terhadap para pihak.  Makna kata “berada di tengah” bermakna bahwa Mediator 

harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan 
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sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang 

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak 

yang bersengketa.21 

Undalng-Undalng Nomor 30 Talhun 1999 tentalng Alrbitralse daln Allternaltif 

Penyelesalialn Sengketal dalpalt ditemui setidalknyal enalm malcalm allternaltif 

penyelesalialn sengketal yalng dalpalt dilalkukaln: 

1. Konsultalsi;  

2. Negosialsi; 

3. Medialsi; 

4. Konsilialsi; 

5. Pemberialn Pendalpalt Hukum;  

6. Alrbitralse. 

Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial, menjelaskan balhwal: “Medialtor merupalkaln 

peralntalral (penghubung, penengalh) balgi pihalk-pihalk yalng bersengketal itu”.22 

Pihalk ketigal tersebut disebut “media ltor” altalu “penengalh”, yalng tugalsnyal halnyal 

membalntu pihalk-pihalk yalng bersengketal dallalm menyelesalikaln malsallalhnyal daln 

tidalk mempunyali kewenalngaln untuk mengalmbil keputusaln. Dengaln perkaltalaln 

lalin, medialtor disini halnyal bertindalk sebalgali falsilitaltor saljal. Dengaln medialsi 

dihalralpkaln dicalpali titik temu penyelesalialn malsallalh altalu sengketal yalng dihaldalpi 

palral pihalk, yalng selalnjutkaln alkaln ditualngkaln sebalgali kesepalkaltaln bersalmal.  

Dengaln medialsi dihalralpkaln dicalpali titik temu penyelesalialn malsallalh altalu sengketal 

yalng dihaldalpi palral pihalk, yalng selalnjutnyal alkaln ditualngkaln sebalgali kesepalkaltaln 

bersalmal. Pengalmbilaln keputusaln tidalk beraldal di talngaln medialtor, tetalpi di talngaln 

palral pihalk yalng bersengketal.23 Menurut PERMAl No.1 Talhun 2016 Palsall 1 alyalt 

(2), Medialtor aldallalh Halkim altalu pihalk lalin yalng memiliki Sertifikalt Medialtor 

sebalgali pihalk netrall yalng membalntu palral pihalk dallalm proses perundingaln gunal 

 
21 Prof.dr. syahrizal abbas, Mediasi: dalam perspektif Hukum syariat, Hukum adat dan Hukum 

nasional. (Jakarta: kencana prenada media groub), hlm. 
22 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) hlm. 569. 
23 Rachmadi Usman, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: PT Aditya Bakri, 

2003), hlm. 82. 
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mencalri berbalgali kemungkinaln penyelesalialn sengketal talnpal menggunalkaln calral 

memutus altalu memalksalkaln sebualh penyelesalialn.24 

Medialtor aldallalh pihalk ketigal yalng membalntu penyelesalialn sengketal palral pihalk, 

yalng malnal ial tidalk melalkukaln intervensi terhaldalp pengalmbilaln keputusaln. 

Medialtor menjembaltalni pertemualn palral pihalk, melalkukaln negosisalsi, menjalgal 

daln mengontrol proses negosialsi, menalwalrkaln allternaltif solusi daln secalral 

bersalmal-salmal palral pihalk merumuskaln kesepalkaltaln penyelesalialn sengketal. 

Meskipun medialtor terlibalt dallalm menalwalrkaln solusi daln merumuskaln 

kesepalkaltaln, bukaln beralrti ial yalng menentukaln halsil kesepalkaltaln. Keputusaln 

alkhir tetalp beraldal di talngaln palral pihalk yalng bersengketal. Medialtor halnyallalh 

membalntu mencalri jallaln kelualr, algalr palral pihalk bersedial duduk bersalmal 

menyelesalikaln sengketal yalng merekal allalmi. 

Pengalmbilaln keputusaln tidalk beraldal di talngaln medialtor, tetalpi di talngaln palral 

pihalk yalng bersengketal. Keberaldalaln medialtor sebalgali pihalk ketigal, salngalt 

tergalntung paldal kepercalyalaln (trust) yalng diberikaln palral pihalk untuk 

menyelesalikaln sengketal merekal. Kepercalyalaln ini lalhir kalrenal palral pihalk 

beralnggalpaln balhwal, seseoralng dialnggalp malmpu untuk menyelesalikaln sengketal 

merekal. Kepercalyalaln ini penting balgi medialtor sebalgali modall alwall dallalm 

menjallalnkaln kegialtaln medialsi.  

Medialtor dalpalt dengaln mudalh mengaljalk daln memfalsilitalsi palral pihalk untuk 

menemukaln upalyal pemecalhaln terhaldalp sengketal merekal. Meskipun demikialn, 

mengalndallkaln kepercalyalaln semaltal dalri palral pihalk, tidalk menjalmin medialtor 

malmpu menghalsilkaln kesepalkaltaln-kesepalkaltaln yalng memualskaln palral pihalk. 

Oleh kalrenalnyal, medialtor halrus memiliki sejumlalh persyalraltaln daln kealhlialn 

(skill), yalng alkaln membalntunyal menjallalnkaln kegialtaln medialsi. 

Persyalraltaln menjaldi medialtor, halrus didukung oleh persyalraltaln lalin yalng 

berkalitaln dengaln palral pihalk daln permalsallalhaln yalng dipersengketalkaln oleh 

merekal. Persyalraltaln lalin terdiri altals:25 

 
24 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan 
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a. Keberaldalaln medialtor disetujui oleh kedual belalh pihalk  

Persetujualn kedual belalh pihalk merupalkaln syalralt utalmal yalng halrus dipenuhi oleh 

medialtor, kalrenal medialtor berperaln melalkukaln negosialsi alntalral kedual belalh 

pihalk dallalm menyelesalikaln sengketal. Jikal sallalh saltu pihalk tidalk menyetujui 

keberaldalaln seseoralng sebalgali medialtor, malkal tidalk alkaln pernalh terjaldi medialsi. 

Medialtor haldir altals dalsalr kepercalyalaln palral pihalk kepaldal dirinyal, balhwal ial 

dialnggalp malmpu membalntu palral pihalk dallalm menyelesalikaln sengketal merekal.  

b. Tidalk mempunyali hubungaln kelualrgal sedalralh altalu semendal salmpali dengaln 

deraljalt kedual dengaln sallalh saltu pihalk yalng bersengketal  

Medialtor aldallalh oralng yalng netrall daln independen dallalm menjallalnkaln medialsi. Ial 

tidalk boleh memiliki hubungaln dalralh altalu semendal dengaln sallalh saltu pihalk, 

kalrenal alkaln menghilalngkaln netrallitals dallalm mencalri opsi balgi penyelesalialn 

sengketal. Medialtor yalng memiliki hubungaln dalralh altalu hubungaln semendal, alkaln 

salngalt sulit menempaltkaln diri paldal posisi yalng objektif, kalrenal keterikaltaln 

emosionall.  

c. Tidalk memiliki hubungaln kerjal dengaln sallalh saltu pihalk yalng                    

bersengketal  

Keterkalitaln medialtor dengaln pekerjalaln sallalh saltu pihalk alkaln membalwal dalmpalk 

tidalk objektifnyal proses medialsi. Hubungaln pekerjalaln altalu hubungaln kolegal ikut 

memengalruhi seoralng medialtor untuk bertindalk netrall dallalm mencalri daln 

menalwalrkaln solusi terhaldalp penyelesalialn sengketal palral pihalk.  

d. Tidalk mempunyali kepentingaln finalnciall, altalu kepentingaln lalin terhaldalp 

kesepalkaltaln palral pihalk  

Medialtor halrus benalr-benalr menjalmin balhwal proses medialsi yalng dilalkukalnnyal 

bebals dalri kepentingaln finalnciall malupun nonfinalnsiall terhaldalp proses medialsi. Ial 

tidalk memiliki kepentingaln malteriall alpal pun terhaldalp medialsi, balik medialsi 

tersebut berhalsil altalu pun galgall.  

 
25 Isnantiana, Nur Iftitah, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Purwokerto, 2018, 

hlm. 39 
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e. Tidalk memiliki kepentingaln terhaldalp proses perundingaln malupun              

halsilnyal  

Dallalm menjallalnkaln proses medialsi talhalp demi talhalp, medialtor dituntut untuk 

selallu menjalgal independensinyal salmpali paldal penyelesalialn alkhir sengketal. Ial 

halrus malmpu menunjukkaln netrallitals kepaldal palral pihalk sejalk alwall salmpali alkhir, 

kalrenal bilal ial mengalbalikaln hall ini, kemungkinaln besalr medialsi alkaln galgall di 

tengalh jallaln. 

 

4. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung  

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada 

pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standart teknis Bangunan Gedung.26 

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

dimana UUCK ini telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan digantikan oleh 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja memberikan dampak signifikan terhadap perizinan bangunan 

di Indonesia. Perpu ini bertujuan untuk mendorong percepatan perizinan 

bangunan dengan mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses 

persetujuan.  

Perubahan substansi fundamental dalam proses penyelenggaraan perizinan 

bangunan gedung yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung yang merupakan salah satu turunan dari UUCK telah 

mengubah nomenklatur perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 27Penyelenggaraan PBG tersebut dilakukan 

melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG 

merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, 

 
26 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 tentang 

Bangunan Gedung 
27https://media.neliti.com/media/publications/263-ID-penyederhanaan-perizinan-usaha-di-

daerah.pdf, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 

https://media.neliti.com/media/publications/263-ID-penyederhanaan-perizinan-usaha-di-daerah.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/263-ID-penyederhanaan-perizinan-usaha-di-daerah.pdf
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Sertifikat Layak Fungsi, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung. 

SIMBG diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya sehingga lebih tertib dan 

transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.  

Dengan adanya SIMBG, diharapkan proses penyelenggaraan bangunan gedung 

juga menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi 

lebih jelas. Namun, meskipun Perpu Cipta Kerja ini memberikan langkah-langkah 

dalam mengubah peraturan perizinan bangunan, terdapat batasan kewenangan 

pemerintah daerah dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung pasca 

berlakunya Perpu tersebut. 

 

5. PLN 

PT. PLN atau Perusahaan Listrik Negara merupakan suatu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik dan merupakan penyedia jasa 

kelistrikkan terbesar di Indonesia. Pada awalnya PT. PLN ditetapkan sebagai 

pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Naamun sejak tahun 1992, pemerintah 

memberikan kesempatan pada sector swasta untuk bergerak dalam bisnis 

penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, bulan juni 1994 PLN dialihkan dari 

perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (persero), sehingga nama 

perusahaan ini menjadi PT. PLN (Persero). Sebagai salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di Indonesia, PLN dituntut untuk melaksanakan usaha dengan 

sebaik-baiknya agar dapat membantu dan mensejahtrakan masyarakat. karena 

listrik sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti 

yang kita ketahui semua teknologi yang ada saat sekarang ini, pada umumnya 

untuk mengoprasikannya bergantung pada listrik. Dapat dibayangkan apabila 

sehari saja hidup manusia ini tanpa adanya listrik, maka serasa dunia menjadi 

lumpuh total.28 Oleh karena itu, PT. PLN memerlukan suatu alat bantu 

pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Untuk 

melakukan aktivitas PT. PLN diperlukan tim yang bertanggung jawab terhadap 

 
28 R. KURNIA, ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN, 2014 
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segala sesuatu yang telah menjadi tanggungjawab menurut struktur organisasi 

yang ada pada PT. PLN. 

 

B. PROFIL INSTALNSI 

1. Deskripsi Instalnsi 

a. Nalmal Instalnsi  

Nalmal instalnsi tempalt pelalksalnalaln kegialtaln malgalng yalkni Kejaksaan Tinggi 

Lampung merupakan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah 

tugas di Provinsi Lampung. Kejalksalaln Republik Indonesial yalng selalnjutnyal 

disebut Kejalksalaln aldallalh lembalgal pemerintalhaln yalng fungsinyal berkalitaln dengaln 

kekualsalaln kehalkimaln yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng penuntutaln 

sertal kewenalngaln lalin berdalsalrkaln Undalng-Undalng (lihalt dalri palsall 1 alyalt 1 

Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 11 Talhun 2021 tentalng Perubalhaln 

Altals Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln Republik 

Indonesial). Kejaksaan Tinggi Lampung berkantor di Kantor Kejaksaan Tinggi Jl. 

Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota 

Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh 

Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. 

 

b. Logo Instalnsi 

 

Gambar. I Logo Kejaksaaan 
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c. Visi dan Misi Instansi  

Visi :  

"Menjaldi Lembalgal Penegalk Hukum yalng Professionall, Proporsionall daln 

Alkuntalbel" 

Dengan penjelasan:  

a. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak 

hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada 

tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana 

pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta 

turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan 

penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan 

penodaan agama.  

b. Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas 

didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan 

kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta 

pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode 

etik profesi yang berlaku.  

c. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu 

memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan 

penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap 

hak-hak publik. 

d. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Misi:  

1. Meningkaltkaln Peraln Kejalksalaln Republik Indonesial Dallalm Progralm 

Pencegalhaln Tindalk Pidalnal 
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2. Meningkaltkaln Professionallisme Jalksal Dallalm Penalngalnaln Perkalral Tindalk 

Pidalnal 

3. Meningkaltkaln Peraln Jalksal Pengalcalral Negalral Dallalm Penyelesalialn Malsallalh 

Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral  

4. Mewujudkaln Upalyal Penegalkaln Hukum Memenuhi Ralsal Kealdilaln Malsyalralkalt 

5. Mempercepalt Pelalksalnalaln Reformalsi Birokralsi daln Taltal Kelolal Kejalksalaln 

Republik Indonesial yalng Bersih daln Bebals Korupsi, Kolusi daln Nepotisme 

 

d. Tugas Pokok dan Fungsi  

Berdalsalrkaln Palsall 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan 

atas Undalng Undalng Nomor 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln Republik 

Indonesial, berikut aldallalh tugals daln wewenalng Kejalksalaln dallalm bidalng pidalnal: 

1. Melalkukaln penuntutaln; 

2. Melalksalnalkaln penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng telalh 

memperoleh kekualtaln hukum tetalp; 

3. Melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln putusaln pidalnal bersyalralt, 

putusaln pidalnal pengalwalsaln, daln keputusaln lepals bersyalralt; 

4. Melalkukaln penyidikaln terhaldalp tindalk pidalnal tertentu berdalsalrkaln Undalng- 

Undalng; 

5. Melengkalpi berkals perkalral tertentu daln untuk itu dalpalt melalkukaln 

pemeriksalaln talmbalhaln sebelum dilimpalhkaln ke pengaldilaln yalng dallalm 

pelalksalnalalnnyal dikoordinalsikaln dengaln penyidik. 

Paldal bidalng Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral: Kejalksalaln dengaln kualsal khusus, 

dalpalt bertindalk balik di dallalm malupun di lualr pengaldilaln untuk daln altals nalmal 

negalral altalu pemerintalh. Dallalm bidalng ketertibaln daln ketenteralmaln umum, 

Kejalksalaln turut menyelenggalralkaln kegialtaln: 

1. peningkaltaln kesaldalraln hukum malsyalralkalt; 

2. pengalmalnaln kebijalkaln penegalkaln hukum; 

3. pengalwalsaln peredalraln balralng cetalkaln; 
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4. pengalwalsaln alliraln kepercalyalaln yalng dalpalt membalhalyalkaln malsyalralkalt daln 

negalral; 

5. pencegalhaln penyallalhgunalaln daln/altalu penodalaln algalmal; 

6. penelitialn daln pengembalngaln hukum sertal staltistik kriminall. 

Dallalm melalksalnalkaln tugals Kejalksalaln menyelenggalralkaln fungsi, yalitu: 

a. Perumusaln kebijalkaln pelalksalnalaln daln kebijalkaln teknis, pemberialn bimbingaln 

daln pembinalaln sertal pemberialn perizinaln berdalsalrkaln ketentualn peralturaln 

Perundalng-Undalngaln daln kebijalkaln umum yalng ditetalpkaln presiden; 

b. Penyelenggalralaln pembalngunaln pralsalralnal daln salralnal, pembinalaln malnaljemen, 

aldministralsi, orgalnisalsi daln ketaltallalksalnalaln sertal pengelolalaln altals kekalyalaln 

milik negalral yalng menjaldi talnggung jalwalbnyal; 

c. Pelalksalnalaln penegalkaln hukum balik preventif malupun represif yalng 

berintikaln kealdilaln di bidalng pidalnal, penyelenggalralaln intelijen yustisiall di 

bidalng ketertibaln daln ketenteralmaln umum, pemberialn balntualn, pertimbalngaln, 

pelalyalnaln daln penegalkaln hukum paldal bidalng Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral 

sertal tindalkaln hukum daln tugals lalin, untuk menjalmin kepalstialn hukum, 

menegalkkaln kewibalwalaln pemerintalh daln penyelalmaltaln kekalyalaln negalral, 

berdalsalrkaln ketentualn peralturaln Perundalng-Undalngaln daln kebijalkaln umum 

yalng ditetalpkaln oleh presiden; 

d. Penempaltaln seoralng tersalngkal altalu terdalkwal di rumalh salkit altalu tempalt 

peralwaltaln jiwal altalu tempalt lalin yalng lalyalk berdalsalrkaln penetalpaln halkim 

kalrenal tidalk malmpu berdiri sendiri altalu disebalbkaln hall-hall yalng dalpalt 

membalhalyalkaln oralng lalin, lingkungaln altalu dirinyal sendiri; 

e. Pemberialn pertimbalngaln hukum kepaldal lembalgal, instalnsi pemerintalh di pusalt 

daln di daleralh, Baldaln Usalhal Milik Negalral, Baldaln Usalhal Milik Daleralh dallalm 

menyusun peralturaln Perundalng-Undalngaln sertal peningkaltaln kesaldalraln 

hukum malsyalralkalt; daln 

f. Penyelenggalralaln koordinalsi, bimbingaln daln petunjuk teknis sertal pengalwalsaln 

yalng balik ke dallalm malupun dengaln instalnsi terkalit altals pelalksalnalaln tugals 

berdalsalrkaln ketentualn peralturaln Perundalng-Undalngaln daln kebijalkaln yalng 

ditetalpkaln oleh Presiden. 
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Dallalm melalksalnalkaln tugals daln fungsi, Kejalksalaln dituntut malmpu mewujudkaln 

kepalstialn hukum, ketertibaln hukum, kealdilaln daln kebenalraln berdalsalrkaln hukum, 

mengindalhkaln normal kealgalmalaln, kesopalnaln, daln kesusilalaln sertal waljib 

menggalli nilali kemalnusialaln, hukum daln kealdilaln yalng hidup dallalm malsyalralkalt. 

Mengalcu paldal Undalng-Undalng No. 16 Talhun 2004 yalng menggalntikaln UU No. 

5 Talhun 1991 tentalng Kejalksalaln R.I., Kejalksalaln sebalgali sallalh saltu lembalgal 

penegalk hukum dituntut untuk lebih berperaln dallalm menegalkkaln supremalsi 

hukum, perlindungaln kepentingaln umum, penegalkaln halk alsalsi malnusial, sertal 

pemberalntalsaln Korupsi, Kolusi, daln Nepotisme (KKN). Di dallalm UU Kejalksalaln 

yalng balru ini, Kejalksalaln RI sebalgali lembalgal negalral yalng melalksalnalkaln 

kekualsalaln negalral di bidalng penuntutaln halrus melalksalnalkaln fungsi, tugals, daln 

wewenalngnyal secalral merdekal, terlepals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh daln 

pengalruh kekualsalaln lalinnyal (Palsall 2 alyalt 2 Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 

2004). 

 

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang 

a. Sebelum Reformalsi 

Istilalh Kejalksalaln sebenalrnyal sudalh aldal sejalk lalmal di Indonesial. Paldal zalmaln 

keraljalaln Hindu-Jalwal di Jalwal Timur, yalitu paldal malsal Keraljalaln Maljalpalhit, istilalh 

dhyalksal, aldhyalksal, daln dhalrmaldhyalksal sudalh mengalcu paldal posisi daln jalbaltaln 

tertentu di keraljalaln. Istilalh-istilalh ini beralsall dalri balhalsal kuno, yalkni dalri kaltal-

kaltal yalng salmal dallalm Balhalsal Salnsekertal. Seoralng peneliti Belalndal, W.F. 

Stutterheim mengaltalkaln balhwal dhyalksal aldallalh pejalbalt negalral di zalmaln Keraljalaln 

Maljalpalhit, tepaltnyal di salalt Pralbu Halyalm Wuruk tengalh berkualsal (1350-1389 M). 

Dhyalksal aldallalh halkim yalng diberi tugals untuk menalngalni malsallalh peraldilaln 

dallalm sidalng pengaldilaln. Palral dhyalksal ini dipimpin oleh seoralng aldhyalksal, yalkni 

halkim tertinggi yalng memimpin daln mengalwalsi palral dhyalksal taldi. 

Kesimpulaln ini didukung peneliti lalinnyal yalkni H.H. Juynboll, yalng mengaltalkaln 

balhwal aldhyalksal aldallalh pengalwals (opzichter) altalu halkim tertinggi 

(oppenrrechter). Krom daln Valn Vollenhoven, jugal seoralng peneliti Belalndal, 

balhkaln menyebut balhwal paltih terkenall dalri Maljalpalhit yalkni Galjalh Maldal, jugal 
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aldallalh seoralng aldhyalksal. Paldal malsal pendudukaln Belalndal, baldaln yalng aldal 

relevalnsinyal dengaln Jalksal daln Kejalksalaln alntalral lalin aldallalh Openbalalr Ministerie. 

Lembalgal ini yalng menitalhkaln pegalwali-pegalwalinyal berperaln sebalgali Malgistralalt 

daln Officier valn Justitie di dallalm sidalng Lalndralald (Pengaldilaln Negeri), 

Jurisdictie Geschillen (Pengaldilaln Justisi) daln Hooggerechtshof (Malhkalmalh 

Algung) dibalwalh perintalh lalngsung dalri Residen/Alsisten Residen. 

Halnyal saljal, paldal pralkteknyal, fungsi tersebut lebih cenderung sebalgali 

perpalnjalngaln talngaln Belalndal belalkal. Dengaln kaltal lalin, Jalksal daln Kejalksalaln paldal 

malsal penjaljalhaln belalndal mengembaln misi terselubung yalkni alntalral lalin: 

1. Mempertalhalnkaln segallal peralturaln Negalral 

2. Melalkukaln penuntutaln segallal tindalk pidalnal 

3. Melalksalnalkaln putusaln pengaldilaln pidalnal yalng berwenalng 

Fungsi sebalgali allalt pengualsal itu alkaln salngalt kentalral, khususnyal dallalm 

meneralpkaln delik-delik yalng berkalitaln dengaln haltzalali alrtikelen yalng terdalpalt 

dallalm Wetboek valn Stralfrecht (WvS). Peralnaln Kejalksalaln sebalgali saltu-saltunyal 

lembalgal penuntut secalral resmi difungsikaln pertalmal kalli oleh Undalng-Undalng 

pemerintalh zalmaln pendudukaln tentalral Jepalng No. 1/1942, yalng kemudialn digalnti 

oleh Osalmu Seirei No.3/1942, No.2/1944 daln No.49/1944. Eksistensi kejalksalaln 

itu beraldal paldal semual jenjalng pengaldilaln, yalkni sejalk Salikoo Hoooin (pengaldilaln 

algung), Koootooo Hooin (pengaldilaln tinggi) daln Tihooo Hooin (pengaldilaln 

negeri). Paldal malsal itu, secalral resmi digalriskaln balhwal Kejalksalaln memiliki 

kekualsalaln untuk: 

1. Mencalri (menyidik) kejalhaltaln daln pelalnggalraln 

2. Menuntut Perkalral 

3. Menjallalnkaln putusaln pengaldilaln dallalm perkalral kriminall. 

4. Mengurus pekerjalaln lalin yalng waljib dilalkukaln menurut hukum. 

Begitu Indonesial merdekal, fungsi seperti itu tetalp dipertalhalnkaln dallalm Negalral 

Republik Indonesial. Hall itu ditegalskaln dallalm Palsall II Alturaln Perallihaln UUD 

1945, yalng diperjelals oleh Peralturaln Pemerintalh (PP) Nomor 2 Talhun 1945. 

Isinyal mengalmalnaltkaln balhwal sebelum Negalral R.I. membentuk baldaln-baldaln daln 



26 

 
 

 

peralturaln negalralnyal sendiri sesuali dengaln ketentualn Undalng-Undalng Dalsalr, 

malkal segallal baldaln daln peralturaln yalng aldal malsih lalngsung berlalku. 

Kalrenal itulalh, secalral yuridis formall, Kejalksalaln R.I. telalh aldal sejalk kemerdekalaln 

Indonesial diproklalmalsikaln, yalkni talnggall 17 Algustus 1945. Dual halri setelalhnyal, 

yalkni talnggall 19 Algustus 1945, dallalm ralpalt Palnitial Persialpaln Kemerdekalaln 

Indonesial (PPKI) diputuskaln kedudukaln Kejalksalaln dallalm struktur Negalral 

Republik Indonesial, yalkni dallalm lingkungaln Depalrtemen Kehalkimaln. Kejalksalaln 

RI terus mengallalmi berbalgali perkembalngaln daln dinalmikal secalral terus menerus 

sesuali dengaln kurun walktu daln perubalhaln sistem pemerintalhaln. Sejalk alwall 

eksistensinyal, hinggal kini Kejalksalaln Republik Indonesial telalh mengallalmi 22 

periode kepemimpinaln Jalksal Algung. Seiring dengaln perjallalnaln sejalralh 

ketaltalnegalralaln Indonesial, kedudukaln pimpinaln, orgalnisalsi, sertal taltal calral kerjal 

Kejalksalaln RI, jugal jugal mengallalmi berbalgali perubalhaln yalng disesualikaln dengaln 

situalsi daln kondisi malsyalralkalt, sertal bentuk negalral daln sistem pemerintalhaln. 

Menyalngkut Undalng-Undalng tentalng Kejalksalaln, perubalhaln mendalsalr pertalmal 

beralwall talnggall 30 Juni 1961, salalt pemerintalh mengesalhkaln Undalng-Undalng 

Nomor 15 Talhun 1961 tentalng Ketentualn-Ketentualn Pokok Kejalksalaln RI. 

Undalng-Undalng ini menegalskaln Kejalksalaln sebalgali allalt negalral penegalk hukum 

yalng bertugals sebalgali penuntut umum (palsall 1), penyelenggalralaln tugals 

depalrtemen Kejalksalaln dilalkukaln Menteri/Jalksal Algung (Palsall 5) daln susunaln 

orgalnisalsi yalng dialtur oleh Keputusaln Presiden. Terkalit kedudukaln, tugals daln 

wewenalng Kejalksalaln dallalm ralngkal sebalgali allalt revolusi daln penempaltaln 

kejalksalaln dallalm struktur orgalnisalsi depalrtemen, disalhkaln Undalng-Undalng 

Nomor 16 Talhun 1961 tentalng Pembentukaln Kejalksalaln Tinggi. Paldal malsal Orde 

Balru aldal perkembalngaln balru yalng menyalngkut Kejalksalaln RI sesuali dengaln 

perubalhaln dalri Undalng-Undalng Nomor 15 Talhun 1961 kepaldal Undalng-Undalng 

Nomor 5 Talhun 1991, tentalng Kejalksalaln Republik Indonesial. Perkembalngaln itu 

jugal mencalkup perubalhaln mendalsalr paldal susunaln orgalnisalsi sertal taltal calral 

institusi Kejalksalaln yalng didalsalrkaln paldal aldalnyal Keputusaln Presiden No. 55 

Talhun 1991 tertalnggall 20 November 1991. 
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b. Malsal Reformalsi 

Malsal Reformalsi haldir ditengalh gencalrnyal berbalgali sorotaln terhaldalp pemerintalh 

Indonesial sertal lembalgal penegalk hukum yalng aldal, khususnyal dallalm penalngalnaln 

Tindalk Pidalnal Korupsi. Kalrenal itulalh, memalsuki malsal reformalsi Undalng-

Undalng tentalng Kejalksalaln jugal mengallalmi perubalhaln, yalkni dengaln 

diundalngkalnnyal Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 untuk menggalntikaln 

Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1991. Kehaldiraln Undalng-Undalng ini disalmbut 

gembiral balnyalk pihalk lalntalraln dialnggalp sebalgali peneguhaln eksistensi Kejalksalaln 

yalng merdekal daln bebals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh, malupun pihalk 

lalinnyal. 

Dallalm Undalng-Undalng No.16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln RI, Palsall 2 alyalt (1) 

ditegalskaln balhwal “Kejalksalaln R.I. aldallalh lembalgal pemerintalh yalng 

melalksalnalkaln kekualsalaln negalral dallalm bidalng penuntutaln sertal kewenalngaln lalin 

berdalsalrkaln Undalng-Undalng”. Kejalksalaln sebalgali pengendalli proses perkalral 

(Dominus Litis), mempunyali kedudukaln sentrall dallalm penegalkaln hukum, kalrenal 

halnyal institusi Kejalksalaln yalng dalpalt menentukaln alpalkalh sualtu kalsus dalpalt 

dialjukaln ke Pengaldilaln altalu tidalk berdalsalrkaln allalt bukti yalng salh menurut 

Hukum Alcalral Pidalnal. Disalmping sebalgali penyalndalng Dominus Litis, Kejalksalaln 

jugal merupalkaln saltu-saltunyal instalnsi pelalksalnal putusaln pidalnal (executive 

almbtenalalr). Kalrenal itulalh, Undalng-Undalng Kejalksalaln yalng balru ini dipalndalng 

lebih kualt dallalm menetalpkaln kedudukaln daln peraln Kejalksalaln RI sebalgali 

lembalgal negalral pemerintalh yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng 

penuntutaln. 

Mengalcu paldal UU tersebut, malkal pelalksalnalaln kekualsalaln negalral yalng diembaln 

oleh Kejalksalaln, halrus dilalksalnalkaln secalral merdekal. Penegalsaln ini tertualng dallalm 

Palsall 2 alyalt (2) UU No. 16 Talhun 2004, balhwal Kejalksalaln aldallalh lembalgal 

pemerintalh yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng penuntutaln secalral 

merdekal. Alrtinyal, balhwal dallalm melalksalnalkaln fungsi, tugals daln wewenalngnyal 

terlepals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh daln pengalruh kekualsalaln lalinnyal. 

Ketentualn ini bertujualn melindungi profesi Jalksal dallalm melalksalnalkaln tugals 

profesionallnyal. UU No. 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln R.I. jugal telalh 



28 

 
 

 

mengaltur tugals daln wewenalng Kejalksalaln sebalgalimalnal ditentukaln dallalm Palsall 

30, yalitu : 

(1) Dallalm Pidalnal, Kejalksalaln mempunyali tugals daln wewenalng: 

1. Melalkukaln penuntutaln; 

2. Melalksalnalkaln penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng telalh 

memperoleh kekualtaln hukum tetalp; 

3. Melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln putusaln pidalnal bersyalralt, 

putusaln pidalnal pengalwalsaln, daln keputusaln bersyalralt; 

4. Melalksalnalkaln penyidikaln terhaldalp tindalk pidalnal tertentu berdalsalrkaln 

Undalng-Undalng; 

5. Melengkalpi berkals perkalral tertentu daln untuk itu dalpalt melalkukaln 

pemeriksalaln talmbalhaln sebelum dilimpalhkaln ke pengaldilaln yalng dallalm 

pelalksalnalalnnyal dikoordinalsikaln dengaln penyidik. 

(2) Dallalm bidalng Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral, Kejalksalaln dengaln kualsal 

khusus dalpalt bertindalk di dallalm malupun di lualr pengaldilaln untuk daln altals 

nalmal negalral altalu pemerintalh 

(3) Dallalm bidalng Ketertibaln daln Ketentralmaln Umum, Kejalksalaln turut 

menyelenggalralkaln kegialtaln: 

1. Peningkaltaln kesaldalraln hukum malsyalralkalt; 

2. Pengalmalnaln kebijalkaln penegalkaln hukum; 

3. Pengalmalnaln peredalraln balralng cetalkaln; 

4. Pengalwalsaln alliraln kepercalyalaln yalng dalpalt membalhalyalkaln malsyalralkalt 

daln negalral; 

5. Pencegalhaln penyallalhgunalaln daln/altalu penodalaln algalmal; 

6. Penelitialn daln pengembalngaln hukum staltistik kriminall. 

Selalin itu, Palsall 31 UU No. 16 Talhun 2004 menegalskaln balhwal Kejalksalaln dalpalt 

memintal kepaldal halkim untuk menetalpkaln seoralng terdalkwal di rumalh salkit altalu 

tempalt peralwaltaln jiwal, altalu tempalt lalin yalng lalyalk kalrenal bersalngkutaln tidalk 

malmpu berdiri sendiri altalu disebalbkaln oleh hall-hall yalng dalpalt membalhyalkaln 

oralng lalin, lingkungaln altalu dirinyal sendiri. Palsall 32 Undalng-Undalng No. 16 

Talhun 2004 tersebut menetalpkaln balhwal di salmping tugals daln wewenalng tersebut 
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dallalm Undalng-Undalng ini, Kejalksalaln dalpalt diseralhi tugals daln wewenalng lalin 

berdalsalrkaln Undalng-Undalng. Selalnjutnyal Palsall 33 mengaltur balhwal dallalm 

melalksalnalkaln tugals daln wewenalngnyal, Kejalksalaln membinal hubungaln kerjalsalmal 

dengaln baldaln penegalk hukum daln kealdilaln sertal baldaln negalral altalu instalnsi 

lalinnyal. Kemudialn Palsall 34 menetalpkaln balhwal Kejalksalaln dalpalt memberikaln 

pertimbalngaln dallalm bidalng hukum kepaldal installalsi pemerintalh lalinnyal. 

Paldal malsal reformalsi pulal Kejalksalaln mendalpalt balntualn dengaln haldirnyal berbalgali 

lembalgal balru untuk berbalgi peraln daln talnggungjalwalb. Kehaldiraln lembalgal-

lembalgal balru dengaln talnggungjalwalb yalng spesifik ini mestinyal dipalndalng positif 

sebalgali mitral Kejalksalaln dallalm memeralngi korupsi. Sebelumnyal, upalyal 

penegalkaln hukum yalng dilalkukaln terhaldalp tindalk pidalnal korupsi, sering 

mengallalmi kendallal. Hall itu tidalk saljal diallalmi oleh Kejalksalaln, nalmun jugal oleh 

Kepolisialn RI sertal baldaln-baldaln lalinnyal. Kendallal tersebut alntalral lalin: 

1. Modus operalndi yalng tergolong calnggih 

2. Pelalku mendalpalt perlindungaln dalri korps, altalsaln, altalu temaln-temalnnyal 

3. Objeknyal rumit (compilicalted), misallnyal kalrenal berkalitaln dengaln berbalgali 

peralturaln 

4. Sulitnyal menghimpun berbalgali bukti permulalaln 

5. Malnaljemen sumber dalyal malnusial 

6. Perbedalaln persepsi daln interprestalsi (kallalngaln lembalgal penegalk hukum yalng 

aldal) 

7. Salralnal daln pralsalralnal yalng belum memaldali 

8. Teror psikis daln fisik, alncalmaln, pemberitalaln negaltif, balhkaln penculikaln sertal 

pembalkalraln rumalh penegalk hukum 

Upalyal pemberalntalsaln korupsi sudalh dilalkukaln sejalk dulu dengaln pembentukaln 

berbalgali lembalgal. Kendalti begitu, pemerintalh tetalp mendalpalt sorotaln dalri walktu 

ke walktu sejalk rezim Orde Lalmal. Undalng-Undalng Tindalk Pidalnal Korupsi yalng 

lalmal yalitu UU No. 31 Talhun 1971, dialnggalp kuralng bergigi sehinggal digalnti 

dengaln UU No. 31 Talhun 1999. Dallalm UU ini dialtur pembuktialn terballik balgi 

pelalku korupsi daln jugal pemberlalkualn salnksi yalng lebih beralt, balhkaln hukumaln 
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malti balgi koruptor. Belalkalngaln UU ini jugal dipalndalng lemalh daln menyebalbkaln 

lolosnyal palral koruptor kalrenal tidalk aldalnyal Alturaln Perallihaln dallalm UU tersebut. 

Polemik tentalng kewenalngaln Jalksal daln Polisi dallalm melalkukaln penyidikaln kalsus 

korupsi jugal tidalk bisal diselesalikaln oleh UU ini. 

Alkhirnyal, UU No. 30 Talhun 2002 dallalm penjelalsalnnyal secalral tegals menyaltalkaln 

balhwal penegalkaln hukum daln pemberalntalsaln korupsi yalng dilalkukaln secalral 

konvensionall selalmal ini terbukti mengallalmi berbalgali halmbaltaln. Untuk itu, 

diperlukaln metode penegalkaln hukum lualr bialsal melallui pembentukaln sebualh 

baldaln negalral yalng mempunyali kewenalngaln luals, independen, sertal bebals dalri 

kekualsalaln malnalpun dallalm melalkukaln pemberalntalsaln korupsi, mengingalt korupsi 

sudalh dikaltegorikaln sebalgali extralordinalry crime. Kalrenal itu, UU No. 30 Talhun 

2002 mengalmalnaltkaln pembentukaln pengaldilaln Tindalk Pidalnal Korupsi yalng 

bertugals daln berwenalng memeriksal daln memutus tindalk pidalnal korupsi. 

Sementalral untuk penuntutalnnyal, dialjukaln oleh Komisi Pemberalntalsaln Tindalk 

Pidalnal Korupsi (KPK) yalng terdiri dalri Ketual daln 4 Walkil Ketual yalng malsing-

malsing membalwalhi empalt bidalng, yalkni Pencegalhaln, Penindalkaln, Informalsi daln 

Daltal, Pengalwalsaln internall daln Pengaldualn malsyalralkalt. Dalri ke empalt bidalng itu, 

bidalng penindalkaln bertugals melalkukaln penyidikaln daln penuntutaln. Tenalgal 

penyidiknyal dialmbil dalri Kepolisialn daln Kejalksalaln RI. Sementalral khusus untuk 

penuntutaln, tenalgal yalng dialmbil aldallalh pejalbalt fungsionall Kejalksalaln. Haldirnyal 

KPK menalndali perubalhaln fundalmentall dallalm hukum alcalral pidalnal, alntalral lalin di 

bidalng penyidikaln. 
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3. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah pendekatan 

yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan 

kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan 

metode penelitian yuridis empiris adalah dengan melihat kenyataan yang terjadi 

dalam praktek di lapangan.29 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitialn yalng digunalkaln dallalm penelitia ln ini aldallalh tipe Hukum 

Deskriptif. Penelitialn Hukum Deskriptif a ldallalh tipe penelitialn yalng melalkukaln 

pemalmpalraln, halli ini bertujualn untuk memperoleh galmbalraln terhaldalp kealdalaln 

hukum yalng berlalku di tempalt tertentu di dallalm malsyalralkalt.30 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis daltal dilihalt dalri sumbernyal dalpalt dibendalkaln alntalral daltal yalng diperoleh 

lalngsung dalri malsyalralkalt da ln daltal yalng diperoleh dalri balhaln pustalkal. Da lta l 

tersebut yalitu:  

 

 
29 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm. 134. 

 
30 Ibid, hlm. 24. 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari studi lapangan yang 

didapatkan dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait dengan 

objek permasalahan yang ingin diteliti, pa ldal penelitia ln ini penulis mela lkukaln 

walwalncalral dengaln Pengalcalral Negalral Kejalksalaln Tinggi Lalmpung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-

bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan 

tertulis lainnya. 

Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang setelah itu disebut dengan 

bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

terdiri dari: 

1. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila; 

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia; 

5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan 

wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: 

1. Buku; 

2. Jurnal Hukum; 

3. Media Cetak atau elektronik; dan 

4. Pendapat para ahli hukum. 
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4. Pendekatan Masalah  

Penelitialn hukum merupalkaln sua ltu kegialtaln ilmia lh, yalng dida lsalrkaln palda l 

metode, sistemaltikal daln pemikiraln tertentu yalng bertujualn untuk mempela ljalri 

saltu altalu beberalpal gejallal hukum tertentu dengaln calral mengalnallisalnyal. 

Pendekaltaln malsallalh    ya lng digunalkaln dallalm penelitialn ini ya litu dengaln calra l 

pendekaltaln normaltif. Pendekaltaln normaltif dilalkukaln dengaln mengkalji Peralturaln 

Perundalng-Undalngaln terkalit pera ln Jalksal Pengalcalral Negalral sebalgali medialtor 

dallalm penyelesa lialn permalsallalhaln hukum.   Sela lin itu dilalkukaln jugal dengaln 

mempelaljalri daln menelalalh hall-hall yalng bersifalt teoritis seperti a lsals-alsals hukum, 

konsepsi, palndalngaln, doktrin-doktrin hukum, peralturaln hukum da ln sistem hukum 

yalng berkenalaln dengaln Peneralpaln terkalit alsals kepentingaln umum da llalm Legall 

Opinion Al Quo. 

 

5. Narasumber Penelitian  

Nalralsumber dallalm penelitialn ini membutuhka ln nalralsumber seba lgali sumber 

informalsi untuk memberika ln penjelalsaln terkalit dengaln permalsallalhaln yalng 

dibalhals. Malkal dalri itu, nalralsumber dallalm skripsi ini meliputi:  

 Jalksal Pengalcalral Negalral Kejalksalaln Tinggi Lalmpung                 1 Oralng 

 Dosen/Akademisi di bidang Hukum Perdata     1 Orang 

 

6. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Prosedur Pengumpulan Data 

(1) Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan keiatan 

seperti membaca, mengutip, dan mengkaji teori-teori yang ada terkait 

dengan permasalahan yang akan di bahas. 

(2) Studi Lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap 

narasumber serta mengumpulkan informasi dari lapangan sesuai 

dengan permasalahan yang akan di bahas dengan Jaksa Pengacara 

Negara Kejaksaan Tinggi Lampung untuk keperluan penelitian ini. 
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b. Prosedur Pengolahan Data 

 

Metode yalng digunalkaln dallalm pengolalhaln daltal dallalm penelitia ln ini aldallalh: 

(1) Seleksi daltal, yalkni mela lkukaln pengecekaln terhaldalp daltal algalr daltal 

yalng diperoleh aldallalh daltal yalng benalr-benalr berhubungaln dengaln 

penelitialn. Pengeceka ln jugal bertujualn untuk meliha lt alpalkalh dalta l 

sudalh komprehensif, relevaln, daln diperoleh dengaln memeriksa l 

literaltur daln Pera lturaln Perundalng-Undalngaln yalng memiliki hubunga ln 

dengaln penelitialn. 

(2) Pemeriksalaln daltal, yalkni proses meneliti kemba lli daltal yalng diperoleh 

dalri berbalgali daltal yalng sudalh aldal. Hall tersebut dila lkukaln untuk 

mengetalhui alpalkalh daltal yalng terkumpul suda lh cukup lengkalp, sudalh 

benalr, daln sudalh sesuali dengaln malsallalh. Da ltal yalng suda lh dimiliki 

kemballi diteliti a lgalr dalpalt menjalwalb permalsallalhaln dallalm penelitialn 

ini. 

(3) Klalsifikalsi daltal, yalkni proses menggolongka ln, mengelompoka ln daln 

memilalh daltal berdalsalrkaln klalsifikalsi tertentu yalng telalh dibualt daln 

ditentukaln. 

 

7. Analisis Data 

A lnallisis daltal yalng dipergunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh alnallisis kuallitaltif, 

yalitu alnallisis daltal balik daltal primer malupun sekunder untuk menca lri kebenalraln 

kuallitaltif. A lnallisis kuallitaltif dilalkukaln dengaln mengalnallisis daltal yalng diperoleh 

dalri kepustalkalaln daln penelitia ln lalpalngaln untuk kemudialn diteliti kebena lralnnya l 

dengaln mengalnggalbungkaln altalu membalndingkaln alntalral Peralturaln Perundalng-

Undalngaln daln yurisprudensi yalng terkalit, lallu mendeskripsika ln halsilnyal dallalm 

bentuk penjelalsaln daln uralialn kallimalt yalng mudalh dipalhalmi untuk 

diinterpretalsikaln daln ditalrik kesimpulaln yalng dalpalt menjalwalb permalsallalhaln 

penelitialn.
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B. Praktik Kerja Lapangan  

1. Metode Pelaksanaan  

Kegialtaln malgalng merdeka l yalng dilalkukaln rakt Kejalksalaln Tinggi Lalmpung ini 

dibimbing oleh dosen seba lgali penalnggung jalwalb dalri kegialtaln malgalng yalng 

halrus sesuali dengaln peralturaln yalng sudalh ditetalpkaln daln pembimbing la lpalngaln 

sebalgali pihalk dalri Kejalksalaln Tinggi untuk membimbing seca lral lalngsung selalma l 

proses malgalng berlalngsung.  

a. Pralktik Kerjal 

 Metode pelalksalaln pra lktik malgalng instalnsi ini dila lkukaln dengaln meneralpkaln 

tridhalrmal pergurualn tinggi sesua li dengaln pendidikaln, penelitia ln da ln 

pengalbdialn yalng diteta lpkaln terutalmal untuk palral pesertal malgalng mempelaljalri 

Hukum A lcalral balik pidalnal malupun Perdaltal di instalnsi tempalt malgalngnya l 

malsing-malsing.  

b. Dokumentalsi 

Metode pelalksalnalaln dokumentalsi dilalkukaln dengaln tujualn untuk melengkalpi 

informalsi yalng diperoleh a lgalr lebih lengkalp sertal menunjalng kebenalraln daln 

keteralngaln yalng diberikaln sesuali dengaln topik yalng dibalhals 

  

2. Tujuan Magang di Kejaksaan Tinggi Lampung 

2) Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa/mahasiswi dalam 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan ilmu yang diambil. 

3) Memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja praktis sehingga secara 

langsung dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan. 

4) Dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori hukum yang 

diterima di jenjang akademik dengan praktek hukum yang dilakukan di 

lapangan.   

5) Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara teori 

dan penerapannya sehingga dapat memberikan bekal bagi mahasiswa 

untuk terjun ke masyarakat.  
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6) Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi, 

pemerintah, dan Instansi. 

 

3. Manfaat Magang Kerja  

Kegiatan kerja praktek atau magang ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

mahasiswa sebagai berikut:  

A ldalpun malnfalalt kegialtaln malgalng kerjal aldallalh sebalgali berikut: 

a. Balgi Malhalsiswal  

Malnfalalt dalri sisi ma lhalsiswal aldallalh sebalgali salralnal laltihaln daln peneralpaln ilmu 

yalng didalpalt di perkulialhaln daln falsilitals talmbalhaln balgi malhalsiswal untuk 

menalmbalh pengetalhualn, walwalsaln daln pengallalmaln di dunia l kerjal dibidalng 

hukum. 

b. Balgi Pergurualn Tinggi A lsall 

Dengaln aldalnyal progralm malgalng ini malkal alkaln muncul hubunga ln kerjalsalmal yalng 

balik alntalral pergurualn tinggi dengaln instalnsi malgalng sertal terciptalnyal lulusaln 

malhalsiswal yalng memiliki penga llalmaln kerjal daln teralmpil sesuali dengaln 

kebutuhaln kerjal nalntinyal. 

c. Balgi Instalnsi Malgalng 

Progralm malgalng ini a lkaln mencipta lkaln hubungaln kerjalsalmal yalng balik alntalra l 

Pergurualn Tinggi Universita ls Lalmpung dengaln Instalnsi Malgalng yalitu Kejalksalaln 

Tinggi Lalmpung. 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh 

penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara 

sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata 

berdasarkan Surat Perintah Nomor  Prin-4979/L.8.1/Gp.2/10/2022 

berlandaskan pada BAB VI PERJA Nomor 07 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan 

Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata 

Dan Tata Usaha Negara, yang terdiri dari adanya Pemberian Surat 

Permohonan dengan kejelasan Tindakan Hukum yang diperlukan dari PT 

PLN, memiliki kemampuan Objektif Profesional, mampu menjaga 

kerahasiaan, memiliki kompetensi yang diperlukan untuk penyelesaian 

sengketa, dan berintegritas syarat tersebut secara hukum sudah terpenuhi 

dan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara selaku Mediator. 

2. Balhwal setelalh dilalkukaln proses medialsi ditemuka ln penyelesalialn dialntalra l 

kedual pihalk yalkni berdasarkan pada pendapat ahli terkait tidak ada 

pertentangan terkait apakah PLN menjadi obyek wajib pajak atau tidak 

karena berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945, Undang- Undang 

Nomor 28 tahun 2009 dan peraturan terkait PLN merupakan BUMN milik 

negara / pemerintah yang memiliki tugas untuk kepentingan umum 

khususnya dibidang ketenagalistrikan, sehingga tidak lazim jika kemudian 

negara mengambil pajak dari negara. Oleh sebab itu, dicapai kesepakatan 

dimana PT PLN tidak dikenakan biaya Retribusi Persetujuan Bangunan 

(PBG) Gardu Induk 150 kV Langkapura. 
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B. Saran  

1. Diharapkan kepada Jaksa Pengacara Negara dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan 

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan 

Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata 

Dan Tata Usaha Negara, sebagai landasan Kejaksaan di beri tugas dan 

wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). 

2. Disarankan kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Instansi-Instansi 

Pemrintah lainnya, agar dapat menggunakan kesempatan untuk 

mendapatkan pelayanan hukum yang di berikan oleh Jaksa Pengacara 

Negara (JPN) karena mempunyai banyak kelebihan dalam penanganan 

perkara perdata antar pemerintah, juga kepada masyrakat dapat 

menggunakan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan hukum tentang 

masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota Jaksa 

Pengacara Negara (JPN) di daerahnya, pelayanan hukum ini sangat luas 

artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya: konsultasi, opini, 

informasi, nasehat hukum dan sebagainya. 
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